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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

Jin. Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok
Telepon (0382) 2401850
Email : panwassikka2017 @gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR: 002.1/0T.03/K.NT-15/01/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU}A
KABUPATEN SIKKA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka
perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Standar
Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara
Republik Indonersia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);



Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 141);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan
Pengawas Pemillhan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);



8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata
Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 1079);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III
Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Sikka meliputi: 1. Standar
Pelayanan Informasi Publik; 2. Standar Pelayanan
Permohonan Penyelesaian Sengketa; 3. Standar
Pelayanan Laporan Dugaan Pelanggaran dan

Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu.



KETIGA

KEEMPAT

Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud
diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian  kinerja  pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di : Maumere
Tanggal : 12 Januari 026
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Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

Tahun 2026
Nomor . 002.1/0T.03/K.NT-15/01/2026
Tanggal ! 12 Januari 2026

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
Pelayanan Indonesi;

2. Salinan kartu tanda penduduk/tanda bukti
identitas diri lain dalam hal Pemohon
merupakan warga negara Indonesia atau
salinan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga serta pengesahan organisasi berbadan
hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan dalam hal Pemohon merupakan
badan hukum Indonesia.

Mekanisme / 1. Pemohon menyampaikan permohonan
Prosedur informasi kepada PPID melalui Aplikasi PPID,
Pelayanan Surat, Email, Telepon, atau datang langsung

2. Pemohon mengisi formular/menyampaikan

3. Pemohon menerima bukti permohonan

4. Pemohon menerima informasi yang diminta

ke Kantor / Tempat Layanan PPID Bawaslu
Kabupaten Sikka;

permohonan informasi dan memberikan

Salinan identitas diri/Lembaga;

informasi dari petugas informasi apabila

syarat permohonan telah lengkap;

atau surat penolakan dari PPID apabila




merupakan Informasi yang dikecualikan atau

bukan dalam penugasan.

Waktu Pelayanan

1. Paling lama 10 hari kerja setelah permohonan
diterima dan dapat diperpanjang 7 hari;

2. Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang
sedang berlangsung paling lambat 3 (tiga) hari
setelah permohonan diterima dan dapat
diperpanjang paling lambat 2 (dua) hari
dengan memberikan alasan secara tertulis.

Biaya /Tarif

Tidak dipungut biaya / gratis.

Produk Pelayanan

Data/informasi publik Bidang Pengawasan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pengelolaan

Pengaduan

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu Petugas PPID Bawaslu Kabupaten
Sikka;
3. Melalui surat kepada Ketua Bawaslu
Kabupaten Sikka;
4. Melalui SP4N-LAPOR!:
e SMS ke 1708

e www.lapor.go.id




B.

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Data dan

Informasi publik;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1147) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi dan Badan Pengawas
Pemillhan Umum  Kabupaten/Kota.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 17);

Sarana, Prasarana,

dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu;

Ruang Layanan Informasi (Ruang PPID)
Toilet;

Ruang rapat;

Lapangan parkir;

Lemari dokumen/arsip;




Meja; Kursi;
AC;
Jaringan Internet Website  SP4N-
LAPOR!; Komputer;
9. Printer; Buku register tamu;

10. Buku Register Permohonan Informasi'

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan Minimal D-3 (Kecuali
petugas penerima tamu);

2. Memahami tugas pokok dan
Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan

Umum.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan oleh aparat fungsional;
3. Dilaksanakan secara kontinyu.

Jumlah Pelaksana

3 s/d 6 orang.

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan
dan produk layanan yang didukung oleh
petugas yang berkompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat,

tepat, dan santun.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Pelayanan

1. Produk layanan adalah informasi yang
akurat karena diberikan langsung oleh
pejabat yang berkompenten sehingga dapat
dipergunakan sesuai dengan keperluan;

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan dan bebas

dari praktek gratifikasi/suap.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi  kinerja  Pelayanan  dilakukan
pengukuran penerapan 14 komponen standar
pelayanan yang dilakukan sekurang-

kurangnya sekali setiap tahun.




